
BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR 01 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 

Kabupaten 
penyesuaian; 

Perangkat Daerah 

Lamandau perlu dilakukan perubahan atau 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu1 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lamandau; 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil1
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 970); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 

tentang
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 192); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

217); 

Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, 



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan 

BUPATI LAMANDAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU. 
DAN SUSUNAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan 
Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 
Nomor 192), diubah sebagai berikut:

dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tahun 2016 Nomor 145, 

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d angka 5, angka 15 diubah dan 

huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga 
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan susunan dan 
tipelogi sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B 

merupakan staf; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C yang 
melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan 
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

C. Inspektorat 

melaksanakan fungsi 
Pemerintah Daerah;

merupakan Inspektorat Tipe 
penyelenggaraann 

B yang 
pengawasan 

d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Tipe A 
menyelenggarakan urusan
pendidikan 
kebudayaan; 

pemerintahan bidang 
dan pemerintahan urusan bidang

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Kesehatan; 

3. Dinas 

Perumahan 
Pekerjaan Umum dan Penataan 

Kawasan
Ruang, 

dan Permukiman dan 
Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan serta 



Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan 
bidang Pertanahan; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Tipe 
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat; 

A menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Sosial; 

6. Dinas Tenaga Kerja
menyclenggarakan 
Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang 
Transmigrasi; 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindurngan 
Anak, 
Berencana 

Transmigrasi 
pemerintahan 

Tipe 
bidang 

dan A 
urusan 

dan Keluarga Pengendalian 
Tipe 

Penduduk
A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang 
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pangan; 

9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A 
menyelenggarakaan 
lingkungan hidup dan urusan kehutanan;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 
menyelenggarakaan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B 
menyelenggarakaan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan; 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan 
Persandian 

urusan pemerintahan bidang 

urusan pemerintahan bidang 

urusan pemerintahan bidang 

Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, 
urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan
pemerintahan bidang Persandian; 

14. Dinas Koperasi, 

Perdagangan 
menyelenggarakan 
Koperasi, Usaha
pemerintahan bidang Perdagangan 
pemerintahan bidang Perindustrian; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

Menengah, 
Tipe 

bidang

Usaha Kecil dan 
dan Perindustrian A 

pemerintahan
Menengah

urusann

Kecil dan urusan 
urusan

16. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B 
menyelenggarakan 
Kepemudaan dan Olahraga 

urusan pemerintahan bidang 

Arsip 
pemerintahan 

17. Dinas Perpustakaan dan Tipe 
bidang
bidang 

A 
menyelenggarakan 
perpustakaan dan urusan pemerintahan 
Kearsipan; 

18. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata; dan 

urusan 



19. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe 
Pemerintahan 

A 
menyelenggarakan Urusan bidang
Pertanian serta urusan pemerintahan bidang Kelautan 
dan Perikanan. 

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan

pemerintahan yang 
kabupaten terdiri dari: 

menjadi kewenangan daerah 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 
dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi 
Penunjang Perencanaan 
Penelitian dan pengembangan; 

dan fungsi penunjang 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan 

4. Badan Kesatuan Bangsa 
melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan 

dan Politik Tipe 3 

Politik. 

f. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari:

1. Kecamatan Bulik dengan Tipe A; 
2. Kecamatan Lamandau dengan Tipe A; 
3. Kecamatan Delang dengan Tipe A; 
4. Kecamatan Sematu Jaya dengan Tipe A; 
5. Kecamatan Menthobi Raya dengan Tipe A; 
6. Kecamatan Bulik Timur dengan Tipe A; 
7. Kecamatan Belantikan Raya dengan Tipe A; dan 

8. Kecamatan Batang Kawa dengan Tipe A. 

Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

2. 

Pasal 9 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit
Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit 
organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang 
bekerja secara profesional. 

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan 
tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan 
umum daerah.

(3) Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Rumah 
Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf c dan huruf f dihapus, 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini: 
(dihapus); 

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah ada, 

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya 
Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan 
bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

a. 

C. (dihapus); 

d. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan 

ditetapkannya 
fungsi, tugas, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan
bencana dengan berpedoman pada peraturan menteri

e. UPTD dan UPTB dan Perangkat Daerah yang berbentuk 

rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang 

ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai
Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB 
yang baru;

f. (dihapus); 

peraturan daerah mengenai pembentukan, 
organisasi, dan struktur tata kerja

dengan ditetapkannya 

8 Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya 
Peraturan Daerah yang baru;

h. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 

i. Dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari 

tugas dan 
Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

j. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, 
adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi 
yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya; dan 

Penggunaan
pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan 
Daerah dan 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini akan 
ditetapkan oleh Bupati.

fungs berdasarkan Peraturan Daerah dan 

k. Aset Perangkat Daerah sebagai hasil

Peraturan Bupati sebelumnya, kepada 

Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, 4. 
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor
190);

Kerja 



b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan 

Perempuan, 
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lamandau
Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48); dan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

C. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Kabupaten 
Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31), 

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18 

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan 
Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 

Desember 2022. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau. 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 13 Oktober 2021 

BUPATI LAMANDAU, 

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik

pada tanggal |4 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

MUHAMAD IRWANSYAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 204 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 07, 72/2021 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

I. UMUM 

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam hal 
penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan 
ka asitas kelembagaan secara menyeluruh dengan sasaran penajaman tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan menghindari terjadinya tumpang 
tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya
akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 
Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah

nilai variabel
variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah,
jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% 
(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengana bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik 
variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, 
dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). 

eban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan 

enentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas/Badan didasarkan
pada jumlah penduduk, 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan
Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi 
penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan 
Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas 
wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. 

Dengan diudangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan pada 
perangkat daerah sebagai upaya dalam rangka mendukung pemenuhan 
kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 
pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau perlu diubah. 

luas wilayah, besaran masing-masing Urusan

beban kerja

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas.

Pasal II 

Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 25 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR  62 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI                            

KELURAHAN KABUPATEN LAMANDAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU,  
 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Ketentuan 
lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 
Pokok dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat 
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
Kelurahan Kabupaten Lamandau. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur 
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);  

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194);  

 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4826); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 
 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
  14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri 
Sipil; 

 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
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Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 
Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2016 Nomor 192). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN 
KABUPATEN LAMANDAU 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.  
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lamandau. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas 
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup 
Pemerintah Kabupaten. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan; 

7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati melalui Camat untuk meningkatkan 
pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi 
pemerintahan diperkotaan; 

8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

10. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lamandau; 
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang 

menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV. 
 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 
 

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat 
daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan, yang dipimpin 
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oleh seorang lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada bupati melalui camat. 

 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 3 

 
Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas : 
1. Lurah; 
2. Sekretariat, membawahkan : 
3. Seksi Pemerintahan;  
4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; 
5. Seksi Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

dan 
6. Kelompok Jabatan Fungsional; 

 
Pasal 4 

 
Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini. 

 
BAB IV 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 
Pasal 5 

 
Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian koordinasi, 
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal 
baik dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan maupun instansi 
lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 
 

Pasal 6 
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5, kelurahan menyelenggarakan fungsi :    
a. perumusan kebijakan dalam lingkup urusan-urusan tata 

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta pemberdayaan 
masyarakat ; 

b. penyelenggaraan tugas kelurahan dalam lingkup urusan-urusan 
tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta 
pemberdayaan masyarakat ; 

c. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup 
urusan-urusan tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, 
serta pemberdayaan masyarakat; 

d. penyelenggaraan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi 
prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas kelurahan; 

e. penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan partisipasi dan 
swadaya gotong royong masyarakat; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan 
berprestasi para pegawai di lingkungan kelurahan; dan 

g. evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas kelurahan dalam 
lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ekonomi dan 
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 

 
Pasal 7 

 
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
kelurahan mempunyai wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati 
Lamandau.  
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BAB V 
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

PADA KELURAHAN  
 

Bagian Kesatu 
 Lurah 
Pasal 8 

 
Kelurahan merupakan unsur pelaksana kecamatan yang dipimpin 
oleh lurah dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 
ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan. 

 
Pasal 9 

 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Lurah menyelenggarakan fungsi :    
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang- undangan; 
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

ditingkat kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau 

kelurahan; 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan desa atau kelurahan. 

 
Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 10 
 

Sekretariat merupakan unsur pelaksana kelurahan yang dipimpin 
oleh sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu lurah  
dibidang pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi 
kepada seluruh satuan organisasi perangkat kelurahan. 
 

Pasal 11 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
sekretaris lurah menyelenggarakan fungsi :    
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran sekretariat  

berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sekretariat  
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 
agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sekretariat, 
baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sekretariat 
dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 
untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sekretariat 
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 
pembinaan dan peningkatan karier;  
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f. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sekretariat ; 
g. pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan 

pengevaluasian pelaksanaan tugas`seksi-seksi; 
h. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 

lurah; 
i. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang 

ditetapkan oleh lurah; 
j. pelaksanaan  pengurusan surat menyurat dan kearsipan; 
k. pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan; 
l. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; 
m. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;  
n. pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan 

tamu dan acara-acara lainnya; 
o. melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat   baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 
bahan informasi bagi atasan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.  

 
Bagian Ketiga 

Seksi Pemerintahan 
Pasal 12 

 
Seksi pemerintahan merupakan unsur pelaksana kelurahan yang 
dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan 
bidang pemerintahan. 
 

Pasal 13 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi :    
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran seksi 

pemerintahan   berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi 
pemerintahan   sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 
pemerintahan, baik secara lisan maupun tertulis untuk 
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 
tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 
pemerintahan    dengan membandingkan antara hasil kerja 
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi 
pemerintahan   berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi 
pemerintahan; 

g. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
h. pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan 

menganalisa data administrasi pemerintahan; 
i. pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan 

pemerintahan; 
j. pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik; 
k. pelaksanaan  pemfasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, dan 

pemberhentian ketua rukun warga (RW) dan ketua rukun 
tetangga (RT); 
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l. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 
catatan sipil; 

m. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan 
membantu penarikan pajak bumi dan bangunan; 

n. pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka 
pelaksanaan pemilihan umum;  

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan    baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas seksi 
pemerintahan.  

 
Bagian Keempat  

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 
Pasal 14 

 
Seksi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat merupakan 
unsur pelaksana kelurahan yang dipimpin oleh kepala seksi dan 
mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi 
pelaksanaan penyusunan laporan bidang ekonomi, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

 
Pasal 15 

 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
seksi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat  
menyelenggarakan fungsi :    
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran seksi ekonomi, 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat   berdasarkan prioritas 
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi ekonomi, 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat   sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 
diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 
ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat , baik secara 
lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 
kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 
ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat    dengan 
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 
penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi ekonomi, 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat   berdasarkan hasil kerja 
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan 
karier; 

f. menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi ekonomi, 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat  ; 

g. pelaksanan penyusunan progam pemberdayaan masyarakat, 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

h. pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya 
pemberdayaan masyarakat; 

i. pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya 
serta swadaya masyarakat; 

j. pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

k. pelaksanan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;  
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l. pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap 
kegiatan keagamaan; 

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi, pembangunan 
dan kesejahteraan rakyat    baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 
atasan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas seksi 
ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat .  

 
Bagian Kelima  

Seksi Pelayanan Umum, Ketenteraman  
dan Ketertiban Umum 

Pasal 16 
 

Seksi pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum 
merupakan unsur pelaksana kelurahan yang dipimpin oleh kepala 
seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi 
pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum, 
melaksanakan tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, 
dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
 

Pasal 17 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
seksi pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum 
menyelenggarakan fungsi : 
a. merencanakan kegiatan program kerja anggaran seksi pelayanan 

umum, ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan 
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi 
pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum sesuai 
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar 
tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 
pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, baik 
secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan 
dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 
pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum  dengan 
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 
penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pelayanan 
umum, ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan hasil 
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 
peningkatan karier; 

f. menyusun standar operasional prosedur (SOP) seksi pelayanan 
umum, ketenteraman dan ketertiban umum; 

g. pelaksanan penyusunan progam pelayanan; 
h. pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya 

pemberdayaan masyarakat; 
i. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

mencakup bidang tugasnya;  
j. pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan 

pembinaan ketentraman serta ketertiban umum; 
k. pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban  umum, penegakan peraturan daerah, keputusan 
kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di 
kelurahan; 
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l. pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina 
anggota perlindungan masyarakat (linmas) di kelurahan; 

m. pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial; 
n. pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi 

dan kesatuan bangsa; 
o. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan 

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan 
peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan 
ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan 
masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan. 

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum, 
ketenteraman dan ketertiban umum  baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara 
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas seksi 
pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum.  

 
BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Jabatan Fungsional Umum  

Pasal  18 
 

(1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan 
hasil analisis jabatan.  

(2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan kantor 
kelurahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang–undangan. 

(3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 
perangkat daerah. 

(4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan 
kantor kelurahan dengan keputusan bupati. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
keputusan bupati. 

(6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural, diangkat 
dalam jabatan fungsional umum.  

(7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) di lingkungan kantor kelurahan 
dilakukan oleh lurah dan ditetapkan dengan keputusan bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan 
kantor kelurahan dilakukan oleh lurah dan ditetapkan dengan 
keputusan bupati. 

(9) Uraian tugas jabatan fungsional umum (JFU) pada kantor 
kelurahan ditetapkan oleh lurah. 

 
BAB VII 

TATA KERJA 
Pasal  19 

 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya lurah, sekretaris lurah dan 

kepala seksi serta pemegang jabatan fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan 
sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam 
lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. 
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(2) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan masing-masing dan menyampaikan   laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh lurah, sekretaris lurah dan 
kepala seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

(7) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi wajib mengadakan rapat 
berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 20 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan 
Bupati Lamandau yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 
Uraian Tugas Kelurahan Kabupaten Lamandau dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

 
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

    
Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 27 Desember 2016 

 
BUPATI LAMANDAU 

 
  
 

MARUKAN 
 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 27 Desember 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

   
ARIFIN L.P. UMBING  
 
  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016 NOMOR  500 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

KELURAHAN KABUPATEN LAMANDAU  NOMOR : 62 TAHUN 2016 

 TANGGAL : 27 DESEMBER 2016 

     

 

L U R A H 

 

SEKSI PELAYANAN UMUM, 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

 

SEKRETARIAT 

 
 

I 

 

SEKSI  EKONOMI, PEMBANGUNAN 

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 
SEKSI PEMERINTAHAN 
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